BAB 111
LANDASAN TEORITIS TENTANG IJARAH

A. Pengertian ljarah
Al-ljarah berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut
bahasanya ialah al-iwadh, arti dalam bahasa Indonesianya adalah
ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, al-ijarah (sewa-menyewa)
ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan
(mengambil manfaat sesuatu) terntu, sehingga sesuatu itu legal
untuk diambil manfaatnya.® Menurut Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) ijarah adalah akad pemindahan hak
guna(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu
melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti kepemilikan

barang itu sendiri.
Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam

mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut.

1) Menurut Hanafiah
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! Sohara Sahrani, Hj Ru’fah Abdullah, Figh Muamalat , (Bogor, PT
Ghalia Indonesia, 2011), h. 167
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ljarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa
harta.

2) Menurut malikiyah
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ljarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas
manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu
dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

3) Menurut Asy-Syafi’iyah
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Definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat
yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan
dibolehkan dengan imbalan tertentu.

4) Menurut Hanabilah
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ljarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah
demgan lafal ijarah dan kara’ dan semacamnya.
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Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat dikemukakan
bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara
para ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa-menyewa. Dari
definisi tersebut diatas dapat diambil intisari bahwa ijarah atau
sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.?

Akad ijarah ada dua macam, yaitu ijarah atau sewa
barang dan sewa jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya
adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa
jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang
disewakan tersebut.?

Jumhur ulama figih berpendapat bahwa ijarah adalah
menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya
bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan
pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya,
sumur untuk diambil airnya,dan lain-lain, sebab semua itu bukan

manfaatnya tetapi bendanya.

2 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010),
Cet. I, h. 316-3017

® Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2016), Cet. 1, h. 102
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Menanggapi pendapat diatas, Wahbah Al-juhaili
mengutip pendapat lbnu Qayyim dalam [I’lam Al-muwagqi’in
bahwa manfaat sebagai asal ijarah sebagaimana yang ditetapkan
ulama figih adalah asal fasid (rusak) sebab tidak ada landasannya,
baik dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah, ijma maupun giyas yang
shahih. Menurutnya, benda yang mengeluarkan manfaat sedikit
demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon vyang
mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan tetap dihukumi
manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil
manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman
yang diambil manfaatnya. Dengan demikian, sama saja antara arti
manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu

manfaat sedikit demi sedikit asalnya tetap ada.*

Dasar Hukum ljarah
Para fugoha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang
dibolehkan oleh syara’, kecuali beberapa ulama, seperti Abu

Bakar Al-Asham, Isma’il Bin ‘Aliyah, Hasan Al-Basri, Al-

* Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia,
2001), h. 122-123
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Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan
ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat
pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserah terimakan.
Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati
sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada
waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi, pendapat
tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun
pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya manfaat akan
terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan
syara’.5

Adapun dasar hukum tentang kebolehan ijarah sebagai

berikut:

1. Al-Qur’an
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“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu
untukmu maka berikanlah imbalan kepada mereka... (Q.S
ath-Thalag: 6).°

> Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h.318
® Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta:
Diponegoro, 2004), h. 559
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“...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Bagarah : 233).”
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“salah seorang dari wanita itu berkata: “ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya. Berkatalah dia (Syu’aib): ‘“seesungguhnya aku
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari
kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku
delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka
itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak
hendak memberati kamu. Dan kamu insya allah akan

" Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, ... h. 37
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medapatiku ternasuk orang-orang yang baik”. (Q.S Al-
Qashas : 26-27)°

2. Al-Sunnah
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“Dari Abdillah bin Umar berkata, Rasulullah Saw.
Bersabda: berikanlah upah orang yang bekerja sebelum
keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar)®
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“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah
menceritakan kepada kami Mis’ar dari ‘Amru bin ‘Amir
berkata; Aku mendengar Anas radhiallahu ‘anhu berkata;,
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau tidak pernah
mendzolimi upah seorangpun”. (HR. Bukhari No: 2119)"°
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® Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, .... h. 310

® Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer, ... h. 104

19 Abu Azzam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok,
Rajawali Pers, 2017), h. 83
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“Allah  subhanahu wata’la berfirman: “ada tiga
kelompok yang aku menjadi musuh bagi mereka pada hari
kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas namaku
lalu ia menghianatinya. Kedua, orang yang menjual orang
yang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan
(mengambil)  keuntungannya.  Ketiga, orang yang
mempekerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi
kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan
upahnya”. (HR. Abu Hurairah)*
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“Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin
Bayan Al-Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami
Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin
Malik  berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
melakukana bekam dan memberkan bekam kepada tukang
bekamnya”. (HR. Ibnu Majah No. 2155)*

\
L 0% (2092 Aw

oA 3 & D op) ddde O gl BTy N
s ande AUl Jany Bty (B (o ade W oo

~
25

I Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer, ... h. 104
2 Abu Azzam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok :
Rajawali Pers) h. 83



53

<0, 0% (v P . oA - ot A .a/a 4
A L3 3 adegs Lty o) WIS 8 S

“Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah
ra. Istri Nabi Saw berkata: Rasulullah Saw dan Abu Bakar
menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl,
penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama
orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian
menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka
berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur
dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari
selasa”. (HR. Bukhari)*®

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan beberapa hadits Nabi

tersebut jelaslah bahwa akad ijarah atau sewa menyewa

hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan

oleh masyarakat.

Selain Al-Qur’an dan Al-sunnah, dasar hukum ijarah

adalah ijma’. Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah

disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama

yang disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat

sangat membutuhkan akad ini.** Dalam kenyataan kehidupan

sehari-hari, banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak

* Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,...h. 319
4 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 320
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bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau
keahlian yang membutuhkan uang. Dengan dibolehkan ijarah
keduanya bisa saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah

pihak mendapatkan manfaat."

C. Rukun dan Syarat ljarah
1. Rukun ljarah
Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu
ijab dan gabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa
dan yang menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal
ijarah, isti’jar, iktira dan ikra’.
Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada
empat, yaitu:
a. ‘Agid, vyaitu mujir (orang yang menyewakan) dan
musta jir (Orang yang menyewa)
b. Shigat, yaiu ijab dan Kabul

c. Ujrah (uang sewa atau upah), dan

> Abdurrahman Ghazali, Dkk, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana,
2010), h. 278
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d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau
sautu jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah
banyak dibicarakan dalam akad-akad lainnya, seperti jual
beli, dan lain-lain. Oleh karena itu hal ini tidak perlu
diperpanjang lagi.*

. Syarat ljarah
Secara garis besar, syarat ijarah ada empat macam,
yaitu:
a. Syarat terjadinya akad (syurut al-In igad)
b. Syarat pelaksanaan ijarah (syurut al-nafadz)
c. Syarah sah (syurut al-sihhah)
d. Syarat mengikat (syurut al-luzum).

Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk

menjamin bahwa ijarah yang dilakukan akan membawa

kebaikan bagi para pihak yang melakukannya."’

'® Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 320-321
 Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, ,,,, h. 106
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a. Syarat Terjadinya Akad (Syurut Al-In’igad)

Syarat terjadinya akad (syurut al-In’igad)
berkaitan dengan ‘agid, akad, dan objek akad.'®

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli,
menurut ulama Hanafiyah, ‘aqid (orang yang melakukan
akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal
7 tahun), serta tidak syaratkan harus baligh. Akan tetapi,
jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak
mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz
adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah
syarat penyerahannya. Dengan demikian, akad anak
mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung pada keridaan
walinya.

Ulama hanabilah dan syafi’iyah mensyaratkan

orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal,

' Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 321
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sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli
akad.'®

. Syarat Pelaksanaan ljarah (Syurut Al-Nafadz)

Akad ijarah dapat terlaksana bila ada

kepemilikan dan kekuasaan.?®

Apabila pelaku (‘agid)
tidak mempunyai kepemilikan atau kekuasaan, seperti
akad yang dilakukan fudhuli, maka akadnya tidak bisa
dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah
statusnya mauquf (diitangguhkan) menunggu peersetujuan
pemilik barang.?* Hal ini berbeda dengan pendapat ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan
dari pemilik dapat berlaku dapat berlaku pada akad ijarah
yang tergantung (ditangguhkan), diantaranya adanya
wujud objek ijarah. jika ada seorang fudhuli melakukan

akad ijarah lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik,

maka perlu diperhatikan hal berikut.

'® Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, ..., h. 125
2% Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, ,.,, h. 106
! Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 322
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Jika persetujuan akad tersebut terjadi sebelum
manfaat barang digunakan, maka akad ijarah itu sah dan
pemilik barang berhak atas upahnya maka objek akadnya
ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas akad terjadi setelah
manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan
upah dikembalikan kepada pelaku akad, karena objek
akad telah lenyap sehingga tidak ada pada pelaksanaan
akad ijarah. maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak
terdapat objek akadnya sehingga akad ijarahnya tidak sah
sebagaimana yang telah kita ketahui dalam akad jual beli.
Dengan demikian, pelaku akad fudhuli dianggap sebagai
pelaku ghasha ketika ia mengembalikan barang kepada
pemiliknya.?

Syarat Sah (Syurut Al-Sihhah)

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa
syarat yang berkaitan dengan ‘aqid (pelaku), mauqud
‘alaih (objek akad), sewa atau upah (ujarah), dan akadnya

sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

22 \Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Jakarta:

Gema Insani, 2011), h. 389-390
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1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam
jual beli. Dasarnya adalah firman allah dalam Surah

An-Nisa (4) ayat 29:

(13

Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama suka diantara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya
allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-
Nisa (4) : 29)%

ljarah termasuk kepada perniagaan (tijarah),

karena di dalamnya terdapat tukar menukar harta.?*
2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak
menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad

(manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan

2 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,,,, h.
** Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 323
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perselihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan

demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan

tujuan akad tidak tercapai.
Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa
dilakukan dengan menjelaskan:

a) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa
dengan mengetahui benda yang disewakan.
Apabila seseorang mengatakan, “Saya sewakan
kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka
akad ijarah tidak sah, karena rumah yang mana
yang akan disewakan belum jelas®.

b) Masa manfaat. Jumhur ulama tidak memberikan
batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan
selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada
sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk
membatasinya.  Ulama  Hanafiyah  tidak
mensyaratkan untuk penetapan waktu akad,

sedangkan ulama Syafi’iyah mensyaratkannya

> Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 323
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sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat
menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib
dipenuhi.?

c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang
dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara
kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan.
Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak
fondasi sampai terima kunci, dengan model yang
tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit
baju jas lengkap dengan celana, dan ukuran
jelas.?’

3) Objek sewa harus dapat dapat dipenuhi dan dapat
diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah
menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara,
karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang
yang disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat
terpenuhi secara syar’i, oleh karena itu, tidak sah

sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid

26 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, ...., h. 127
2" Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 323
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4)

5)

atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini
sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama figh.
Manfaat barang atau jasa barang yang disewakan
hukumnya mubah secara syara’, seperti sewa buku
untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan lain
sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk
melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara’.
Syarat ini berdasarkan dhabit fighiyyah:

B

“tidak diperbolehkan sewa menyewa untuk
kemaksiatan™

Berdasarkan dhabit ini maka tidak boleh
menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan
atau untuk menganiaya orang lain. Karena hal itu
dilarang, dan secara syar’i tidak boleh dipenuhi.28
Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu atau
bukan kewajiban orang yang disewa (“ajir) sebelum

dilakukannya ijarah. Hal tersebut karena seseorang

8 |mam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, ,,,, h. 107-108
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yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya,
tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu.
Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya
tagarrub dan taat kepada allah, seperti shalat, puasa,
haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-
qur’an, karena semuanya itu mengambil upah untuk
pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat ini
disepakati oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi,
ulama mutaakhkhirin dari Hanafiah mengecualikan
dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Al-
qur’an dan ilmu-ilmu agama. Mereka membolehkan
mengambil upah untuk pekerjaan tersebut dengan
menggunakan istihsan, setelah orang-orang kaya dan
baitul mal menghentikan pemberian imbalan kepada
mereka. Apabila tidak ada orang yang mengajarkan
Al-qur’an dan ilmu-ilmu agama karena kesibukan

mencari nafkah dengan bertani dan berdagang
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misalnya, maka Al-qur’an dan ilmu-ilmu agama akan
hilang, dan masyarakat akan bodoh.

Oleh karena itu, dibolehkan mengambil upah
untuk mengajarkan Al-qur’an dan ilmu-ilmu agama.
Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah
untuk mengajarkan Al-qur’an hukumnya boleh,
karena hal itu meerupakan sewa menyewa untuk
pekerjaan yang tertentu dengan imbalan tertentu pula.

Hal tersebut berdasarkan kepada hadits Nabi SAW:
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“Dari lbnu Abbas r.a. bahwa sesungguhnya
Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya perbuatan
yang paling berhak untuk mengambil berhak adalah
kitabullah . (HR. Al-Bukhari).

Di samping mengajarkan  Al-qur’an,
Malikiyah juga membolehkan mengambil upah untuk
adzan beserta imam dan mengurus masjid, tidak

untuk shalatnya, sebagaimana mereka dan Syafi’iyah
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ijarah untuk haji, sesuai dengan perintah Rasulullah
SAW kepada salah seorang sahabat untuk melakukan
haji bagi orang lain. Syafi’iyah juga membolehkan
ijarah untuk haji, memandikan mayit, menalkinkan,
dan  menguburkannya. Abu  Hanifah tidak
membolehkan mengambil upah untuk memandikan
mayit, tetapi ia membolehkan ijarah menggali kubur
dan memikul jenazah. Para ulama sepakat
membolehkan mengambil upah untuk mengajarkan
ilmu hisab (matematika), khath, lughah (bahasa),
adab (sastra), figh, dan hadits serta membangun
masjid dan madrasah.?®

Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan
mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua
manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang
menyewa.

Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana

mestinya atau yang berlaku di masyarakat.

2> Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 324-325



Berdasarkan hal ini, tidak diperbolehkan menyewa
barang untuk digunakan tapi tidak sesuai dengan
fungsinya. Misalnya menyewa kuda tunggangan
untuk mengangkut barang.*
Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan
upah (ujrah) adalah sebagai berikut:

1) Upah harus berupa mal mutagawwimin yang
diketahui. Syarat ini disepakata oleh para ulama.
Syarat mal mutagawwimin diperlukan dalam ijarah,
karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat,
sama seperti harga barang dalam jual beli.
Sedangkan syarat “upah harus diketahui”

didasarkan depada hadits Nabi SAW.

/}w\wwj\biﬁ&\WJ &S"U"ﬁ
OF“\J('.«J}‘J.?‘//N‘UA JB///
Dari Abi Sa’id r.a. bahwa sesungguhnya Nabi SAW.

bersabda: barang siapa yang menyewa tenaga
kerja, hendaknya ia menyebutkan baginya upahnya.

%% Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, ,,,, h. 108-109
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Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk
menghilangkan perselisihan antara kedua belah
pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh
didasarkan kepada urf  atau adat kebiasaan.
Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota,
bus atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun
tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis
manfaat ma’qud ‘alaihi. Apabila upah atau sewa
sama dengan manfaat barang yang disewa, maka
ijarah tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk
tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal
rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan
kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.
Ini pendapat Hanafiah, akan tetapi, Syafi’iyah tidak

memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk ujrah.*

1 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 326-327



68

d. Syarat mengikatnya ijarah (syurut luzum)

Syarat yang mengikat dalam ijarah ada dua

Syarat, yaitu:

1)

2)

Barang atau orang yang disewakan harus terhindar
dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya.
Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang,
sehingga fungsinnya tidak maksimal, atau bahkan
tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk
melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila
suatu ketika barang yang disewakan mengalami
kerusakan maka akad ijarah fasakh atau rusak dan
tidak mengikat kedua belah pihak.*

Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat
membatalkan akad ijarah. Misalnya udzur pada salah
seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu
yang disewakan. Apabila terdapat udzur, baik pada
pelaku maupun pada ma’qud ‘alaih, maka pelaku

berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah,

32 Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, ,,,, h. 110
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akan tetapi menurut jumhur ulama , akad ijarah tidak

batal karena adanya udzur, selama objek akad yaitu

manfaat tidak hilang sama sekali.

Hanafiah membagi udzur yang menyebabkan fasakh

kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a)

b)

Udzur dari segi musta’jir (penyewa). Misalnya
musta jir pailit (muflis), atau pindah domisili.
Udzur dari sisi mu jir (orang yang menyewakan).
Misalnya mu jir memiliki utang yang sangat
banyak vyang tidak ada jalan lain untuk
membayarnya kecuali dengan menjual barang
yang disewakan dan hasil penjualannya
digunakan untuk melunasi hutang tersebut.

Udzur yang berkaitan dengan barang yang
disewakan atau sesuatu yang disewa. Contoh
yang pertama, seseorang menyewa kamar mandi
disuatu kampung untuk digunakannya selama
waktu tertentu. Kemudian penduduk desa

berpindah ketempat lain. Dalam hal ini ia tidak
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perlu membayar sewa kepada mu’jir. Contoh
yang kedua, seseorang menyewakan budaknya
selama satu tahun. Baru saja enam bulan ia
memerdekakan budaknya. Dalam situasi seperti
ini  budak tersebut bolen memilih antara

meneruskan ijarah atau membatalkannya.®

D. Sifat ljarah Dan Hukumnya
1. Sifat ljarah

ljarah menurut hanafiah adalah akad yang lazim,
tetapi boleh di-fasakh apabila terdapat udzur, sebagaimana
yang telah diuraikan sebelum ini. Sedangkan menurut jumhur
ulama, ijarah adalah akad yang lazim (mengikat), yang tidak
bisa di-fasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti
adanya ‘aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut
oleh karena ijarah adalah akad atas manfaat, mirip dengan
akad nikah. Di samping itu, ijarah adalah akad mu’awadhah,
sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual

beli.

3 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 327-328
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Sebagai kelanjutan dari perbedaan tersebut, Hanafiah
berpendapat bahwa ijarah batal karena meninggalnya salah
seorang pelaku akad, yakni musta’jir atau mu’jir. Hal itu
karena apabila akad ijarah masih tetap maka manfaat yang
dimiliki oleh musta’jir atau uang sewa yang dimiliki oleh
mu jir berpindah keapada orang lain (ahli waris) yang tidak
melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan
menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi’iyah,
dan hanabilah, ijarah tidak batal karena meniggalnya salah
seeorang pelaku akad, karena ijarah merupakan akad yang
lazim (mengikat) dan akad mu’awadah sehingga tidak bisa
batal karena meniggalnya salah pihak, seperti jual beli.*
Hukum ljarah

Hukum ijarah shahih adalah tetapnya kemanfaatan
bagi penyewa dan tetap upahnya bagi pekerja atau orang yang
menyewakan ma’qud ‘alaih, sebab ijarah termasuk jual beli

pertukaran, hanya aja dengan kemanfaatan.

3 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 328-329
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Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama
Hanafiah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi
orang yang menyewakan atau bekerja dibayar lebih kecil dari
kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut
terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan
penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya,
upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah
fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai

dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.*

E. Macam-Macam ljarah Dan Hukumnya

ljarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah terhadap benda

atau sewa-menyewa, dan ijarah terhadap pekerjaan atau upah-

mengupah.

1.

Hukum ljarah Atas Manfaat (Sewa-Menyewa)
Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti
rumah, tanah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang ijarah

terhadap benda-benda yang diharamkan.

*> Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, ...., h. 131
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Ketetapan Hukum Akad Dalam ljarah
Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah
adalah kemanfaatn yang sifatnya mubah. Menurut ulama
Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat.
Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum
ijjarah tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut
menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.
Perbedaan pendapat diatas berlanjut pada hal-hal
berikut.
1) Keberadaan upah dan hubungannya dengan akad.
Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah,
keberdaan upah bergantung pada adanya akad.
Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah,
kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara.
a. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad.
b. Mempercepat tanpa adanya syarat.
c. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit.
Jika dua orang yang bersepakat untuk

mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.
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2) Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad
Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiya,
ma’qud ‘alaih (barang sewaan) harus diberikan setelah
akad.
3) ljarah dikaitkan dengan masa yang akan datang
ljarah untuk waktu yang akan datang
dibolehkan menurut ulama Malikiyah, Hanabilah dan
Hanafiyah, sedangkan Syafi’iyah melarangnya selagi
tidak bersambung dengan waktu akad.
b. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan
1) Sewa rumah
Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan
untuk memanfaatkannya sesuai dengan kemauannya,
baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain,
bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan
kepada orang lain.
2) Sewa tanah
Sewa tanah dihharuskan untuk menjelaskan

tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa
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yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan
ijarah dipandang rusak.
3) Sewa kendaraan
Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau
kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara
dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus
dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang
akan diangkut.
Perbaikan Barang Sewaan
Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang
disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol
dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban
memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab
pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk
memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa
bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab
dianggap sukarela.
Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan

sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.
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d. Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa
Diantara kewajiban penyewa setelah masa sewa
habis adalah:
1) Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah
2) Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpan
kembali di tempat asalnya.®
2. Hukum ljarah Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)
ljarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah
suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut
barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau
kulkas, dan sebagainya.*” Jjarah ‘ala al-a’mal terbagi dua,
yaitu:
a. ljarah Khusus
Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang
pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh

bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

*® Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, ..., h.131-133
7 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 333
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b. ljarah musytarik

Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau
melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama

dengan orang lain.®

F. Perselisihan Antara Para Pihak Dalam ljarah

Apabila para pihak dalam akad ijarah berselisih tentang
kadar manfaat atau besarnya upah / uang sewa yang diterima,
sedangkan ijarah-nya shahih maka ada kalanya perselisihan
tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan ada kalanya
setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan
terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua pihak hendaknya
bersumpah satu terhadap lainnya. Hal ini berdasarkan kepada
hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ashab As-Sunan, Ahmad,

dan Syafi’l bahwa Nabi SAW bersabda:
13155 s OwLad) Cales 13)

Apabila dua orang yang melakukan jual beli berselisih
pendapat, maka keduanya bersumpah dan saling
mengembalikan.

*® Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, ...., h. 133-134
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Meskipun hadits ini membicarakan masalah jual beli,
namun karena ijarah merupakan salah satu jenis jual beli maka
ketentuan yang ada dalam hadits tersebut berlaku juga untuk akad
ijarah. Dengan demikian apabila mereka bersumpah maka ijarah
menjadi batal.*® Tetapi, jika salah satunya menolak bersumpah, ia
wajib melakukan apa yang dituduhkan atas dirinya.

Jika masing-masing memberikan bukti atas dakwaannya,
maka jika perselisihannya dalam masalah imbalan maka bukti
orang yang menyewakan lebih utama untuk diterima, karena
bukti tersebut menetapkan adanya tambahan upah. Tetapi, jika
perselisihannya dalam masalah barang yang termanfaatkan, maka
bukti penyewa lebih utama untuk diterima, karena bukti tersebut
menetapkan adanya tambahan manfaat.*’

Apabila  perselisihan  terjadi  setelah  penyewa
menggunakan sebagian dari manfaat barang yang disewanya,
misalnya ia telah menempati rumah yang disewa untuk beberapa
waktu, maka yang diterima adalah ucapan penyewa yang

diperkuat dengan sumpahnya, lalu keduanya saling bersumpah

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 337
0 \Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu,,,, h.428
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dan ijarah batal untuk sisa manfaatnya. Hal ini karena akad atas
manfaat berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya
manfaat. Dengan demikian setiap bagian dari manfaat merupakan
objek akad yang berdiri sendiri, sehingga masa sewa yang tersisa
juga merupakan akad yang mandiri.

Apabila perselisinan terjadi setelah selesainya masa
ijarah maka ucapan yang diterima adalah ucapan penyewa dalam

penentuan biaya sewa disertai dengan sumpah.**

G. Berakhirnya Akad ljarah
Akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal berikut ini.

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini
menurut pendapar Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur
ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan
fasakh atau berakhirnya akad ijarah. Hal tersebut
dikarenakan ijarah merupakan akad yang lazim. Seperti
halnya jual belii, dimana musta’jir memiliki manfaat atas
barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang

tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

* Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 337-338
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Igalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini
karena ijarah adalah akad mu’awadah (tukar-menukar), harta
dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan
pembatalan (igalah) seperti halnya jual belji.**

Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi,
menurut ulama lainnyan kerusakan pada barang sewaan tidak
menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi
masih dapat diganti.*®

Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya
sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah
habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini ijarah

dianggap belum selesai.*

*> Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 338
** Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, ,,,, h.137
* Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,,,,, h. 338



